
BABI 

PENDAHULUAN 

Terdapat perbedaan yang mcndasar dalam pcnyelenggaraan pcmerintahan di 

biclang pertahanan dan keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, scdangkan bidang 

pcrtahanan negara dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Tentara 

Nasional Indonesia. Tujuan utamanya. menjaga keutuhan clan kedaulatan Negara. 

Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia 

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 terscbut merupakan landasan 

dibenruknya UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002. Tujuan 

dibenruknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib 

dan tcgaknya hukum , terselcnggaranya perlindungan, pengayoman dan pclayanan 

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia. 

Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan 

dalam memclihara kcamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta 

memberikan perlindungan, pcngayoman. dan pclayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpcliharanya keamanan dalam negeri. 

Dalam melaksanakan tugas clan sebaga1 alat negara memberikan perlindungan, 
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pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI 

(Polri) selalu bersarna d an  mcnyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah 

wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung di berikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja 

langsung oleh masyarakat lerhadap Polri amat beipengaruh terhadap citra Polri. Saat 

ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan. 

Kemerosotan citra Polri di mata masyarakal merupakan sebuah persoalan 

penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan keleniban masyarakat, melakukan 

penegakan hukum. clan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan 

keaman.an. ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat. 

Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri, 

andaikata komilmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak 

di\\'Ujudnyatakan dalam sikap clan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan rugas 

dan wewenang sehari-hari.1 

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Harian Kompas selama beberapa 

tahun terakhir ini, terutama tahun 2008-2010. seolah membenarkan bahwa citra Polri 

di mata masyarakat memang belum begitu baik. Sekalipun secara umum hasil jajak 

pendapat Kompas tahun 20 I 0 memperlihatkan bahwa citra Polri pada usianya yang 

ke-60 tahun menunjukkan peningkatan yang kian positif (51%) bila dibandingkan 

dengan tahun sebelwnnya yang hanya mencapai 400.lc., namun dalam hal penegakan 

1 Jaya Suprana, "Polisi dan Pelayanan Masyaraka1", Mako/oh Seminar Nasional Polisi /, 
diselenggarakan oleh Pusat Studl Kepolisian UNOIP, 1995, hal I 
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supremasi hukwn tampaknya citra Polri masih terpuruk di mata masyarakat. Dalam 

pengusutan kasus-kasus korupsi, misalnya, tercatat sekitar 73,8% responden masih 

memendam kekecewaan terhadap kinerja Polri karena kekurangtegasannya dalam 

meogungkap dan memproses kasus korupsi. Kemerosotan citra Polri itu juga tampak 

dalam penanganao kasus-kasus HAM yang dioilai cenderuog mengabaikao rasa 

keadilan masyarakat. 2 

Pencittaan polisi yang bersifa1 negatif itu bukan hanya dilontarkan oleh 

masynrakat, melaiokao juga oleh para pejabat teras di tubuh Polri sendiri. Pejabat teras 

kepolisian sendiri secara transparan menegaskan, bahwa kepercayaan masyarakat atas 

kioerja Polri belwn sebagaimana yang diharapkao. Hal ini disebabkao adanya kesan 

yang kuat dalam masyarakat bahwa Polri larnban, tidak tanggap, diskrimioatif dan 

kurang profesional dalrun menangani laporao pengaduao masayrakat, ditambah lagi 

sikap perilaku anggota Polri yang belum santun dalam memberikan pelayanan.3 

Sesepuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Koesparmono ll'Sall, 

juga secara terbuka mengakui adanya praktik korupsi yang sistematis dalam lembaga 

kepolisian. Tindakan korupsi sedemikiao rupa menggerogoti institusi kepolisiao 

hiogga keropos. Keberadaao hak diskresi dengan memberi kewenangan polisi dalam 

mengambil keputusan di lapangan, menurut Koesparno, membuka peluaog bagi polisi 

untuk melakukan korupsi berupa oegosiasi atau tawar-menawar dengan pelanggar lalu 

2 Sultani, "Profcslonaliw Polri di Tcngah Mcmbaiknya Pamor", Artikel Harian Kompas, 03 
Juli 2011. 

3 Ibid. 
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Lintas atau pelaku kejahatan untuk memberi imbalan kepada olcnum petugas. Berikut 

ini beberapa contoh praktik-praklik korupsi yang dilakukan oleh oknum pilisi.4 

Uraian di atas menunjukkan, bahwa kemerosotan citra Polri tersebut hampir 

merata di semua bidang tugas dan wewenangnya, termasuk dalam pcaktik penegakan 

bukum. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa terdapat pula banyak ha! positif 

dari yang dihasilkan dan diperjuangkan oleh korps kepolisian, dan itu berarti masih 

banyak apara1 kepolisian yang berpredikat baik dan berkualitas. Namun, semua yang 

baik dan positif iru seolah tenggelam berseiringan dengan munculnya kasus-kasus 

kriminal yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut telah mencoreng wajah Polri, dan 

sekaligus meourunkan kepercayaan masyarakat terhadap cara-cara kerja yang 

dimainkan oleh Polri. 

Fenomena sepeni itu uunpaknya terpola juga dalam praktik-pcaktik 

penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu !iotas. Secara khusus mengenai 

penanganan kasus pelanggaran lalu Lintas jalan raya. Koesparmono lrsan mcnegaskan 

bahwa "dcnda damai" dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi 

kebiasaan. Pctugas cenderung bersepakat dengan pelanggar untuk membayar sejumlah 

uang di bawah ketentuan hukum agar pelanggarannya tidak diproses, dan uang damai 

tersebut tentu saja tidak masuk kas ncgara. Di pihak lain, citra polisi yng korup 

tersebut disebabkan pula oleh sikap khalayak yang terlanjur tidak mau repot, karena 

selalu dibayangi oleh prosedur hukum yang berbeli-belit schingga mendorong 

khalayak untuk lebih memilih jalan pintas dengan membayar dcnda damai. 

'Ibid 
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Suatu keadaan lainnya yang sering terlihat di tcngah masyarakat terkadang ada 

anggota kepolisian yang tidak memberikan teladan yang baik dalam berlalu lintas. 

Dan bahkan terl ihat bahwa polisi yang seharusnya mencgakkan hukum temyata 

berbalik melakukan pelanggaran hukum khususnya dalam berlalu lintas. Tent11nya 

cindakan yang seharusnya diberikan kepada anggota kepolisian yang melanggar lalu 

lintas ini lebih berat daripada masyarakat biasa, karcna polisi seharusnya bertindak 

sebagai teladan dalam hal penegakan hukum berlalu lintas. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi 

harus ditegaskan dan diartikan agar para pernbaca tidak mcnimbulkan penafsi.ran atau 

pengertian yang berhcda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang 

dimaksud adalah : "Akibat Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Republik Indonesia 

Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas". 

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengcrtian judul ini secara 

;;aia demi kata sebagai berikut : 

Akibat hukum adalah telaah yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Akibat 

itu sendiri adalah suatu keadaan akibat pekerjaan. s 

Terbadap adalah sisi, bagian. 

Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam ha! ini adalah oknum Kepolisian 

' Departemen Pcndidikan Nasional, Kamus Desar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 
Jalwu. 2003, haL 103. 
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